
Menimbang :

Mengingat

BI'PATI tATN TORA"'A
PROVINSI SI'LAWTSI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORA^IA
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANAAKSI DAERAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN TANA TORA"IA

TAHUN 2022-2026

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 2l ayat (21

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2t tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan

Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tala Tora.ia Tahun

2022-2026;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah - daerah Tingkat II di Su lawesi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Petnerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O17 Nornor 73, Te rnbahan kmbaran t
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TAHUN 2022-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TANA TORAJA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 21 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 
Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tana Toraja Tahun 
2022-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan / 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik l 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran t' 



Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 2' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6l7al;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintaharr Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19

Nomor 52, Tarmbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323ll'

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 59 Tahun 2O21

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O21Nomor Al9l;
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 202l-2026 (l,embaran

Daerah Kabupaten TanaTorajaTahun 2021 Nomor 2);

MEUUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KAI}UPATEN TANA

TORAJA TAHUN 2022 _ 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintahan Daerah adatah penyelenggaraan urusan

pemerinteharr oleh Pemerintah Daerah dan Deu,an perwakilan

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusarl
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja,
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Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 1419); 

7. Pera tu ran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN TANA 
TORAJA TAHUN 2022 - 2026. 

.· 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
PasaJ 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja. 
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. j 3. Peme�ntah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan \ 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. � 
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja. 



5. Dewan Perwakilan Ratryat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRDadalahlembagaPer.wakilanRatryatDaerahyang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah.

6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar Warga Negara.

7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang

bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang undangan.

8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan ddam rangka

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak

diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal'

9. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang

selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan

sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target

SPM Tahun 2022 - 2026.

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas

barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya

secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis

agar hidup secara layak.

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam

bentuk upaya yErng berisi satu atau lebih kegiatan dengan

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai

hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan

keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

13. Kinerja adalah keluaran/ hasil dari Kegiatan/ Program yang akan

atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran

dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

14. Indikator Kineda adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk

keluaran atau hasil.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutrrl'a disingkat

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaarl

perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

lL

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 

kebutuhan dasar Warga Negara. 
7. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang 

bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka 

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak 
diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. 

9. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang 
selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan 
sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target 
SPM Tahun 2022 - 2026. 

10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas 
barang dan/ atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya 
secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis 
agar hidup secara layak. 

11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam 
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai 
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 

12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan 
keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program. 

13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

14. lndikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk 
keluaran atau hasil. 

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan 

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. I 16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
Renstra Perangkat Daerah adalah dokurnen perencanaan \ 
perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. � 



17. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencaraan Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya

disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

negara yang disetqiui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan

daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan.

22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/at-au pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.

23. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kuditas barang

dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau

tata cara pemenuhan standar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Br.rpati ini adalah:
a. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM; dan
b. pemantauan dan evaluasi;

BAB III
RAD SPM

Pasal 3

Rencana Aksi Daerall Penerarapan SPM adalah dokumen
perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalarn upaya
pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran
pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang bersangkutan. 

22. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

23. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang 
dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau 
tata cara pemenuhan standar. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 
Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah: 
a. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM; dan 
b. pemantauan dan evaluasi; 

BAB III 

RADSPM 
Pasal 3 

Rencana Aksi Daerah Penerarapan SPM adalah dokumen 
perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya 
pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran J pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar 
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. � 



Pasal 4

(1) Dokumen RAD SPM seba gainrana dimaksud dalarn
Pasal 3 terdiri dari:
BAB I : peridahuluan.
BAI! II : Kondisi Umum Wilayah.
BAB III : Kebijakan Nasional dan Tirn penerapan

SPM.
BAII IV : Program Prioritas pemenuhan SpM,

Perhitungan Kebutuhan pernbiayaan
Pencapaian SPM dan Perm asalal".an

BAB V : Rencana Aksi Daeral. Pencapaian SPM.
BAB VI : Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM
BAB VII : Kesimpulan dan Saran

[2J Dokumentasi RAD SPM sebagailrana dimaksud pada
ayat (1) tercantulrr dalam Lannpiran yang merupakan
bagian tidak terpisal"kan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD SPM Daerah digunakan seb"gai pedoman bagi pemerintah

daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta
penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya
pencapaian SPM di daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

[1J Pelaksanaan pernantauan dan evaluasi merupakan
tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM

di Daerah sebagai bagian integral dari siklus
pelaksanaan pencapaial yang dimulai dari penJrusr'rn

rencarra aksi daerah, pemantauan dalarn pelaksanaan
program dan evaluasi capaian kinerja yang telah
dilaksanakan oletr Organisasi Perangkat Daeral:r dalam
mencapai target SPM.

(2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daeratr yang

membidangi urusan SPM untuk mengkoordinasi
pelaksanaan pencapaian RAD SPM.

[3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dirnaksud pada

ayat (1) dilaksalakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali
atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

I
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Pasal 4 

(1) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 terdiri dari: 
BAB I Peridahufuan. 
BAB II 
BAB III 

BAB IV 

BAB V 
BAB VI 
BAB VII 

Kondisi Umum Wilayah. 
Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan 
SPM. 
Program Prioritas Pemenuhan SPM, 
Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan 
Pencapaian SPM dan Permasalahan 
Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM. 
Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM 
Kesimpulan dan Saran 

.: 

(2) Dokumentasi RAD SPM sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lam.piran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

RAD SPM Daerah digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah 
daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta 
penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya 
pencapaian SPM di daerah. 

BAB IV 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
Pasal 6 

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi merupakan 
tahapan penting untuk memastikan pencapaian SPM 
di Daerah sebagai bagian integral dari siklus 
pelaksanaan pencapaian yang dimulai dari penyusun 
rencana aksi daerah, pemantauan dalam pelaksanaan 
program dan evaluasi capaian kinerja yang telah 
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam 
mencapai target SPM. 

(2) Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang I membidangi urusan SPM untuk mengkoordinasi 
pelaksanaan pencapaian RAD SPM. & 

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada f 
ayat (1) dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali 
atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. 



+

Agar sctiap orang menggtahuinya, aemerintahkarr pengunda$an

Peraturan Bupati ini dengan peneurpatannya delnm Berita Daerah

Kabupa.ten Tana Toraja.
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Diundangkan di Makale
pada tanggef l3 otsonbec t{,z

II. iETPEIIARIS DAERAE TAfi'PATEII TATA T()RA.'A

SUIAITAIT XAITA

BERTTA DAERAI{ TAEL'PATEN TAT{ATORA.'A TAHUN 2022 NOMOR : A6

-6- 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini tnulai berlaku pada tanggal d.iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahlran pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dslam Serita Daerah 

Kabupaten Tana Toraja. 

Ditetapkan di Makale 
pada tanggal is OC1.S£111btr .ztu BUPATI TANA TORAJA, 

� /THEOFD,US 
ALLORBRUBG 

Diunclangkan di Makale 
pada tanggal � ow.mber ,U)2..2. 

\..., 
Pj. SBKRBTAIUS DABRAB KABUPATBII TAllA TORAJA. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR: o, 


